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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan objek yang meliputi keseluruhan hak serta kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang dapat diketahui bahwa hal tersebut merupakan
pengertian dari keuangan negara termasuk di dalamnya yaitu kebijakan serta
kegiatan di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan keuangan negara. Dalam
prosesnya, keuangan negara berkaitan dengan keseluruhan kegiatan dalam hal
sebagai objek keuangan negara dari awal pada saat perumusan kebijakan dengan
segala bentuk pengambilan keputusannya, hingga pada akhirnya sampai kepada
pertanggungjawabannya (Mulia Nasution, 2004).

Dalam hal ini, keuangan negara memaparkan mengenai dampak dari suatu
perlakuan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terhadap kegiatan
ekonomi, terutama dalam hal mencapai berbagai tujuan negara demi meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, distribusi penghasilan, stabilitas harga, peningkatan
efisiensi sampai menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Pendapatan keuangan
negara dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya seperti pajak, retribusi,
keuntungan BUMN dan BUMD, denda/sita, percetakan uang, sumbangan, hadiah,
hibah, serta penyelenggaraan undian berhadiah. Sumber keuangan negara yang
sangat signifikan adalah berasal dari penerimaan dalam sektor perpajakan. Dalam

beberapa tahun terakhir, sektor perpajakan terus meningkatkan penerimaan negara.

1
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Pada awal tahun 2020 lalu, di Indonesia sendiri mengalami keadaan genting
atas pandemi yang terjadi sehingga mengakibatkan penurunan sumber penerimaan
negara ke dalam kas negara. Hal ini sangat berimbas dalam sektor ekonomi dan
pendapatan yang semakin menurun. Namun dalam hal ini, pajak tetap
memberlakukan peraturan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemerintah pun telah memberikan insentif pajak guna melonggarkan beberapa
peraturan pajak yang mengikat Wajib Pajak akibat dari pandemi yang terjadi.

Pada umumnya, pajak difokuskan dalam hal pembangunan negara baik
dalam pemenuhan fasilitas negara hingga dipergunakan untuk membiayai setiap
pengeluaran pemerintah yang mana hal tersebut dilakukan demi kesejahteraan
masyarakat. Pajak dapat juga mengatur pertumbuhan ekonomi negara untuk
mencapai tujuan-tujuan negara di dalam realisasi Anggaran Pengeluaran dan
Belanja Negara. Dilihat berdasarkan kebutuhan ekonomi, pajak merupakan sumber
penerimaan negara Yyang dipergunakan dalam mengatur kehidupan dan
penghidupan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan (Waluyo,
2019:2).

Sebagian besar negara berkembang di seluruh penjuru dunia menempatkan
pajak dalam posisi terpenting sebagai salah satu bentuk penerimaan negara. Hal ini
bertujuan agar dengan adanya penerimaan negara dari sektor pajak dapat
mengurangi resiko dalam kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan
begitu, tujuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat

tercapat dalam setiap lapisan masyarakat.
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Dengan pemberlakuan peraturan pepajakan yang aktif, cepat, dan tegas
dapat memberikan dorongan serta motivasi bagi para Wajib Pajak untuk selalu ikut
berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Sikap yang diemban oleh para Wajib Pajak ini dapat mencerminkan bentuk
tanggungjawab atas kewajibannya. Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak perlu
selalu ditingkatkan agar tetap melaksanakan kewajban perpajakannya secara tepat
dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai bentuk tanggungjawab Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu Self Assessment
System yang mana dengan sistem ini pemerintah memberikan kewenangan
sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan
kewajiban perpajakannya kepada negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Selain itu, ada juga sistem pemungutan lainnya yang diterapkan di
Indonesia yaitu Official Assessment System dan Withholding System. Untuk Official
Assessment System ini merupakan kebalikan dari Self Assessment System. Dengan
Official Assessment System ini pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan
penghitungan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak, sedangkan untuk
Withholding System ini merupakan sebuah wewenang yang diberikan oleh Wajib
Pajak kepada pihak ketiga untuk melakukan penghitungan, penyetoran, serta

pelaporan kewajiban perpajakan yang ditanggung seorang Wajib Pajak tertentu.
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Pada awalnya perpajakan di Indonesia menerapkan Official Assessment
System pada seluruh lapisan masyarakat, namun pemerintah membuat kebijakan
baru dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam hal
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini juga termasuk dalam berbagai
peraturan perpajakan, pemerintah telah banyak melakukan amandemen demi
menciptakan peraturan yang idealis terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Dari berbagai peraturan perpajakan, terdapat salah satu peraturan
perpajakan yang dilakukan amandemen ialah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun
2018. Pemberlakuan peraturan ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 dengan
mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Pajak Penghasilan yang bersifat Final atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha dengan peredaran
bruto tertentu yang pengenaan tarifnya sebesar 0,5%.

Terkait dengan pengenaan tarif menjadi sebesar 0,5% atas peredaran bruto
ini pemerintah menargetkannya kepada para Wajib Pajak yang masih berstatus
sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hal ini bertujuan agar para
pelaku usaha UMKM tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai
peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Penurunan tarif ini juga dilakukan oleh
pemerintah sebagai bentuk motivasi dan dukungan kepada para masyarakat dalam
melakukan kegiatan ekonomi formal dengan tetap menjalankan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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PT XXX merupakan salah satu perusahaan logistik yang telah berdiri sejak
tahun 2019 lalu dan bergerak di bidang Freight Forwarder untuk melayani ekspor
maupun impor barang serta jasa transportasi. Lokasi pergudangan yang terdapat di
kawasan logistik berikat Marunda, Jakarta Utara, dimanfaatkan olen PT XXX
untuk ikut serta dalam pasar kegiatan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pemberian izin
kepada PT XXX oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jakarta atas Pusat
Logistik Berikat (PLB) setelah PT XXX melakukan pemaparan profil bisnis serta
sistem informasi dan teknologi inventorinya.

Walaupun belum lama berdiri, namun PT XXX telah melakukan kewajiban
perpajakannya dengan tepat dan benar dengan melakukan penghitungan,
penyetoran, maupun pelaporan pajak terutangnnya sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Atas peredaran bruto PT XXX tersebut
dikenakan Pajak Penghasilan Final dengan tarif sebesar 0,5% sebagaimana tertera
dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Kebijakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3
ayat (2) ialah bahwa Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai pajak yang terutang
dengan penghitungan sesuai peraturan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, dalam
menghitung besarnya pajak terutang, PT XXX dapat memilih menggunakan
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atau melaksanakan penghitungan dalam
Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ataupun dengan menggunakan

Fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan membahas tentang
penghitungan pajak terutang untuk perusahaan yang memperoleh peredaran bruto
di atas 4,8 Milyar dengan masih menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun
2018. Maka, dalam hal penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengambil
judul “Penghitungan Pajak Terutang PT XXX dengan Penerapan PP Nomor
23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada CCC Consulting Group)”.

1.2 Permasalahan
1.2.1 Pokok Permasalahan
Dari uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka
pokok permasalahan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana penerapan tarif untuk PT XXX pada tahun sebelumnya
berstatus sebagai perusahaan UMKM, ternyata peredaran bruto pada
tahun berikutnya telah melebihi 4,8 Milyar?

2. Bagaimana penghitungan pajak terutang untuk PT XXX yang
menggunakan PP No. 23 Tahun 2018?

3. Bagaimana perhitungan penghasilan neto atas PT XXX di dalam Surat
Pemberitahun (SPT) Tahunan?

1.2.2 Pembahasan Masalah
Pembahasan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dijelaskan
tentang Penghitungan Pajak terutang yang dikenakan pada PT XXX dengan
menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada

CCC Consulting Group).
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1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3. 1 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

e Mengetahui penjelasan umum tentang penerapan Peraturan Pemerintah
No. 23 tahun 2018.

e Mengetahui besarnya pajak terutang PT XXX dengan menggunakan tarif
dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

e Mengetahui cara penghitungan SPT Tahunan yang tepat dan benar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e Menyampaikan hasil pengamatan ke dalam pembahasan mengenai
penghitungan atas Pajak Penghasilan Final pada tahun 2020 dengan
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.3.2 Manfaat Penulisan
Manfaat yang terdapat di dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir
ini, antara lain :
1. Bagi Penulis
Menambah ilmu dan wawasan penulis dalam membiasakan
kemampuan diri dengan pembelajaran yang telah dipelajari di dalam
materi perkuliahan, untuk dapat mengaplikasikan serta menerapkan
konsep — konsep tersebut agar dapat dilaksanakan dan diterapkan di
dalam praktek lapangan selama proses magang, guna persiapan

menghadapi dunia kerja nyata.
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2. Bagi CCC Consulting Group
Membantu dalam memberi ide dan gagasan kepada Perusahaan berupa
pikiran dan keterampilan yang telah dilatih selama proses perkuliahan

khususnya dalam pengitungan dan mengkaji pajak terutang pada
sebuah perusahaan UMKM.

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA
Mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi akademik di
bidang perpajakan juga bagi para mahasiswa yang melakukan
pencarian informasi tentang cara penghitungan pajak terutang bagi

perusahaan UMKM.

1.4 Metode Penulisan
Dalam memudahkan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis
melakukan metode pengamatan dan penelitian dari berbagai teori dan tinjauan dari
berbagai sumber, berdasarkan fakta — fakta yang ada di sekitar, dan kemudian
dikumpulkan untuk dikelola secara terorganisir sesuai dengan data yang ada.
Penulis melakukan pengamatan dengan beberapa langkah, seperti :
1. Studi Lapangan
Studi Lapangan ini dilakukan penulis dengan melakukan praktik langsung ke
CCC Consulting Group, serta melakukan beberapa pengamatan langsung
guna pengumpulan data — data untuk dijadikan bahan Laporan Tugas Akhir.

2. Tinjauan Pustaka
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Tinjauan pustaka ini adalah salah satu cara yang digunakan dengan cara
mengumpulkan data berdasarkan fakta yang relevan dan teraktual dari
berbagai sumber buku maupun berbagai media masa sebagai referensi guna
memenuhi kajian teoritis.

Praktik Kerja

Praktik kerja merupakan salah satu cara dan upaya di dalam akademik guna
memperoleh data sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan tugas akhir
dengan cara mengikuti kegiatan secara langsung di kantor konsultan pajak
ataupun perusahaan tertentu.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk upaya yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan cara mengkaji data — data pokok
yang bersumber dari CCC Consulting Group baik secara tertulis ataupun dari

catatan-catatan yang diperoleh melalui hasil pengamatan.
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